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Abstrak: Desa merupakan faktor terpenting bagi pemerintahan untuk menentukan bagaimana kebijakan Inovasi
teknologi, sarana secara komprehensif yang akan dilakukan, sehingga penguatan Sumber Daya Manusia dan
Sumberdaya alamnya ditingkatkan dengan harapan Desa menjadi lebih mandiri dan rakayt sejahtera.. Pemerintah
memiliki tugas untuk menempatkan Desa sebagai icon utama dalam pembangunan infraktuktur ekonomi dan sosial.
Keberadan program Smart Kampung merupakan salah satu inovasi yang kini dikembangkan oleh pemerintah
Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan bupati No. 60 tahun 2017 koheren
dengan UU Cipta Kerja dan implementasi Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. penelitian dalam artikel ini
menggunakan analisis yuridis normatif, dalam artian kegiatan riset ini dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aturan
norma atau hukum yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, yang akan dihuhubungkan dengan
perumusan masalah yang akan digunakan sebagai bahan dari pembahasan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam riset ini statute approach
(pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan
konsep/ pendapat pakar). Hasil dari peneltian ini adalah program Smart
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linier dengan Pasal yang ada dalam UU Ciptakerja yaitu Pasal 117, dimana
dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas pemerintahan desa adalah
mensejahterakan masyarakat desa sehingga mempermudah dalam penerapan
dan perizinan program Smart Kampung karena dalam Peraturan Bupati No. 60
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inovasi yang kini dikembangkan oleh pemerintah
Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah banyuwangi mengharapkan dengan adanya
program Smart City ini dapat menciptakan sebuah kota inovatif dimana masyarakat sana
dapat menggunakan teknologi dan jaringan sebagai media utama dalam mempromosikan
komunikasi mengenai perkembangan dari kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan
setempat dan masyarakat. = Smart city juga dapat membantu organisasi atau
pemerintahan setempat agar lebih efektif dan efesien dalam administrasi pemerintahan
karena Smart City menerapkan konsep yang terintegrasi langsung dengan penerapan

Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
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Pemerintahan kabupaten Banyuwangi meluncurkan progam Desa Pintar atau dengan
nama Smart Kampung pada tanggal 31 mei 2016. Program Smart kampung dihadirkan
oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangidikarenakan Kabupaten Banyuwangi
memiliki wilayah yang lebih luas daripada wilayah lain di JawaTimur, hal demikian
menjadi sebuah tumpuhan oleh Pemkab Banyuwangi dalam menerapkan Smart
Kampung karena berdasarkan kondisi kabupaten Banyuwangi yang saat luas tidak
memungkinkan bahwa seluruh masyarakat Banyuwangi dapat mengakses teknologi yang
kian berkembang di era globalisasi kini (Aini et al., 2018; Amanda, 2017).

Smart Kampung memiliki beberapa penawaran pelayanan publik seperti halnya,
sebagai pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan
pendidikan dan kebudayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang integrasi,
penanggulangan kemiskinan dan memahami informasi hukum (ANAS, 2011; Atmojo,
2015). Pelayanan publik atau public service merupakan pemberian layanan atau melayani
kebutuhan dan kepentingan-kepentingan dari masyarakat yang berada di dalam ruang
lingkup wilayah pusat maupun daerah dimana public service yang diharapkan dapat
memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Berdasarkan dengan aturan yang
diatur dalam undang-undang. Dalam proses penerapan program harus dapat meninjau
terlebih dahulu antara rancangannya yang telah direncanakan dengan penerapakan secara
langsung di lapangan. Oleh sebab itu guna memperkecil peluang kegagalan dalam suatu
kebijakan yang di implementasikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor,yakni 1)
mempunyai kebijakan serta rencana yang akan diterapkan; 2) memiliki gugusan target
serta masyarakat yang nantinya akan dijadikan sasaran dan dapat menerima dan
merasakan dari program yang ada; 3) memiliki pelaksana, badan atau individual tertentu
yang dapat diberi amanah dalam menjalankan maupun pengawasan dari
program-programm yang akan diterapkan (Ayubi, 2014; Aziiza & Susanto, 2020).

Smart kampung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang
Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart Kampung dimana dalam
peraturan tersebut menjelaskan bahwa dengan penerapan smart kampung dapat menjadi
salah satu upaya dalam menjangkau IPTEK masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten
Banyuwangi (Baru et al., 2019; FIRMANSYAH, 2017, Hakim et al.,, 2022). Kebijakan
tersebut juga diatur dalam UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja atau biasa disebut
dengan Omnibuslaw dimana pemerintahan daerah harus dapat meningkatkan kualitas
hidup dalam mensejahterakan masyarakat daerah (Isan & Rosando, 2022; Kurniawan, n.d.;
Mahardhika, 2018; Wijaya et al., 2022). Hal tersebut dijadikan landasan dimana sebuah peraturan
daerah harus berkesesuaian dengan peraturan diatasnya atau dalam artian sebuah
peraturan tidak boleh dibuat jika bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki
diatur diatasnya atau menerapkan asas Lex Superior Derogat Lex Inferiori (Aisha Mutiara,
2021; Ansori et al., 2022; Heryanto et al., 2022). Jadi dalam artikel ini akan menjelaskan
apakah penerapan program Smart Kampung ini berkesesuaian dengan peraturan yang
lebih tinggi dan terbaru yakni UU Ciptaker yang telah diundangkan dan menjadi hukum
positif di Indonesia (Herdiyanti et al., 2019; Hulu et al., 2018).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah
yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:
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1. Apakah Perbup Nomor 60 Tahun 2017 berjalan sesuai dengan UU No 6 Tahun 2023
Tentang Cipta Kerja dalam pelaksaan sistem smart kampung?
2.Bagaimana dampak dari penerapan program Smart Kampung di kabupaten
Banyuwangi?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu dengan mengamati fakta-fakta
empiris yang terjadi pada masyarakat banyuwangi dan metode yuridis normatif yaitu
dengan mengimplementasikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan
yang berisifat formal yang berhubungan dan berlaku seperti literatur, undang-undang
yang bersifat konsep teori yang menjadi penghubung dalam permasalahan penelitian.
Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statue
approach) dan konsep/pendapat pakar (conceptual approach). Teknik pengolahan data
dilakukan dengan mengolah, memeriksa, dan meneliti sumber data dari data primer,
sekunder, maupun tersier untuk dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan
kenyataan. Pengumpulan data dilakukan dengan study online dan study keperpustakaan
dengan mempelajari, membaca, dan memahami peraturan, teori, literatur, dan karya
ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan
1. Kesesuaian Anatara Perbup No 60 Tahun 2017 Dengan UU No 6 Tahun 2023 Tentang

Cipta Kerja Dalam Pelaksaan Sistem Smart Kampung.

Desa merupakan faktor terpenting bagi pemerintahan untuk menentukan bagaimana
kebijakan yang akan dilakukan, sehingga penguatan desa harus menjadi prioritas.
Pemerintah memiliki tugas untuk menempatkan daerah pedesaan sebagai hal yang paling
utama dalam pengaruh infraktuktur ekonomi dan sosial. Smart kampung merupakan
konsep smart kampong yang mengimplementasikan komponen atau indikator dari
konsep Cerdas tersebut. Sebuah kota, tetapi dalam skala kecil (desa atau daerah
pengaduan) dengan tujuan untuk menerapkan administrasi dan layanan yang jauh baik
kepada warganya. Konsep smart kampung dapat menjadi Solusi berbagai permasalahan
dalam pelaksanaan pengelolaan desa. Dengan menggunakan komponen smart city, bukan
tidak mungkin desa menjadi kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM, SDM unggul,
pengelolaan Bersih Dan jelas, serta lingkungan sosial yang baik (Mahesa et al., 2019; Mariyam,
2018; Mazya & Kolopaking, 2021).

Sistem dari program Smart Kampung telah diatur secara khusus dalam Perbup No
60/2017 dimana secara hierarki perundang-undangan peraturan bupati berada dibawah
undang-undang cipta kerja, oleh sebab itu sudah menjadi keharusan peraturan bupati
tersesbut harus berkesesuaian dengan UU Ciptaker. Yang perlu diketahui bahwanya
dalam peraturan tersebut dalam bab III menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari smart
kampung tersebut adalah sebagai upaya pemerintah dalam memfasilitas dan melayani
masyarakatnya yang merata. Hal tersebut berkesesuaian dengan UU Ciptaker pada
bagian kesepuluh yang membahasan tentang Badan Usaha Milik Desa yang tercantum
dalam pasal 117 pasal 1 ayat 8 dan 13. Pada pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwasanya salah
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satu tugas dari Pemerintahan daerah yaitu harus berupaya dalam membangun area
daerahnya atau desa dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan yang dapat
mensejahterakan masyarakatnya. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa
Program pemberdayaan kepada masyarakat yang ada didesa merupakan suatu upaya
dari pemerintahan daerah dalam pengembangan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat desa dengan dapat meningkatkan pengetahuan, karakter, ketrampilan, cara
bersikap, kebolehan, kesadaran serta dapat menggunakan sumber daya alam maupun
manusia dengan melalui program-program yang diciptakan untuk menjadi wadah
masyarakat dalam mememehui kebutuhanmasyarakat desa dan pemerintahan daerah
memiliki peran sebagai pendampingan (Mindarti & Hernanda, 2019; Novandi & Adi, 2019).

Penerapan dari pengembangan program Smart Kampung sejalan dengan kebijakan
yang tertulis diperaturan perundang-undangan dimana Smart Kampung memiliki tujuan
untuk mensejahterakan rakyat dengan berbasis IPTEK, selain hal tersebut Program
kampung pintar yang tercermin secara ekonomi berkaitan dengan kualitas di bidang
Pertanian, Perikanan, peternakan,pengolahan, pengemasan, pemasaran digital,
keterampilan kewirausahaan kolaboratif, jejaring online, usaha mikro dan makro
kolaboratif, pengembangan perumahan dengan permodalan untuk UKM melalui
BUMDes. Untuk meningkatkan ekonomi desa, pemerintah desa bekerja sama dengan
BUMD dan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK untuk memperkuat pemberdayaan
ekonomi, khususnya melalui penyuluhan industri rumahan bagi masyarakat desa dengan
berbasis internet, sehingga keterampilan masyarakat dapat meningkat walaupun mereka
tidak datang langsung ke pusat kota, tetapi masyarakat desa cukup mengakses internet
yang telah ada di program smart kampung. Karena sebelum adanya program smart
kampung beberapa desa yang masuk sebagai salah satu desa terbelakang secara ekonomi
dan sosial di kabupaten Banyuwangi kini dengan adanya program Smart Kampung dapat
lebih efesien dalam mengakses TIK (Nugroho & Septiana, 2022; Pamungkas, 2020; Paramasatya,
2017).

BUMDes ada dan menjadi pondasi untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan desa.
Hal lain dicapai melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, Selain
menimbulkan dampak ekonomi terhadap masyarakat desa warga banyuwangi dapat
membuat program-program inovatif dengan mendorong kegiatan produktif dan kreatif.
Dampak smart kampung juga berdampak pada pelayanan publik,yang pada awalnya
sebelum adanya smart kampung pelayanan publik masyarakat kesulitan untuk membuat
surat- surat dan berkas berkas yang hanya bisa diselesaikan di pusat kabupaten saja karna
Banyuwangi adalah kabupten terluas di jawa. program Smart Kampung yang diatur
dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi linier dengan Pasal yang ada
dalam UU Ciptakerja yaitu Pasal 117, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa
tugas pemerintahan desa adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga
mempermudah dalam penerapan dan perizinan program Smart Kampung karena dalam
Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi hanya mengatur sistematika
penerapannya saja. Sehingga dengan adanya UU Cipta Kerja yang merupakan kedudukan
yang lebih tinggi dari Peraturan Bupati maka dalam implementasi Perbub tersebut lebih
mudah dalam mendapatkan perizinannya (Pratiwi, 2016).
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2. Dampak Dari Penerapan Program Smart Kampung terhadap pelayanan publik di

Kabupaten Banyuwangi

Program perencanaan dan pembangunan adalah suatu yang sistematis yang tidak
dapat dipisahkan, hal tersebut memiliki alasan yakni pembangunan membutuhkan suatu
rancangan dan rencana yang harus diwujudkan dalam pembangunan, hal tersebut
berlaku dari pemerintah pusat hingga pada tingkat pemerintahan daerah dan/atau
kabupaten (Aziz et al., 2012). Pemerintahan daerah memiliki amanat untuk memfasilitasi
atau memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Pelayanan yang diberikan
pemerintahan daerah kepada masyarakat disebut sebagai pelayanan publik. Pada era
globalisasi ini dimana seluruh kegiatan manusia dapat dilakukan secara lebih efektif dan
efektif. Berdasarkan hal tersebut sebagai perangkat pemerintahan daerah harus
mengunakan kesempatan dari kemudahan dalam mengakses Teknologi, informasi dan
komunikasi harus digunakan secara pihak. Pemerintahan desa diharapkan untuk dapat
menciptakan suatu inovasi yang baik untuk mempermudah dan mensejahterahkan
masyarakat daerah. Salah satunya pemerintahan daerah harus memberikan upaya
terhadap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik seperti dalam administrasi,
perizinan, ekonomi, pendidikan serta kesehatan.

Pemerintahan banyuwangi memiliki inovasi Smart Kampung sebagai upaya agar
masyarakat dapat mendapatkan publik service dengan cepat dan baik meskipun tidak
langsung menuju pusat kabupaten untuk mendapatkan fasilitas publik. Karena
sebelumnya masyarakat yang bertempat jauh dari pelayanan pusat kabupaten mengalami
kesusahan dalam mengakses public service. Dengan diberlakukan program Smart
Kampung di Banyuwangi berapa sumber daya manusia di daerah yang telah diterapkan
Smart Kampung mengalami peningkatan, seperti masyarakat Desa Wringinrejo yang
mengalami peningkatan terhadap kemampuannya. Berbagai perangkat pemerintahan
daerah dan masyarakat desa Wringinrejo kini dapat mengakses pelayanan publik dengan
berbasis intenet atau online. Sehingga masyarakat desa wringinrejo ataupun daerah lain di
Banyuwangi yang telah menerapkan Smart Kampung dapat mengakses pelayan
administrasi seperti data kependudukan masyarakat kini cukup hanya mengurus didesa
saja, tidak perlu datang secara langsung ke pusat dinas terkait.

Pemerintahan desa juga memberikan sarana dan prasana dalam menerapkan dan
mengembangkan program Smart Kampung. Hal tersebut dibutukan guna menunjang
keperluan bidang pelayanan administrasi yang ditawarkan oleh program Smart Kampung
yang dalam pelaksanaannya menggunakan cara dengan menggunakan teknologi melalui
website online atau dikenal dengan E-Government, karena berbasis internet hal yang
sangat dibutuhkan dalam mengakses adalah dengan menggunakan perangkat komputer
dan juga jaringan data internet (WiFi) di tempat pelayanan tersebut dilakukan. Dalam
mewujudkan program Smart Kampung anggaran menjadi hal utama juga dalam
memenuhi berbagai kebutuhan yang akan ditunjang, baik kebutuhan sumber daya
manusia maupun sumber daya sarpras (mulyadi,2001). Berdasarkan beberapa literatur
anggaran yang digunaka dalam Smart Kampung ini berawal dari APBD dan Dana Desa.
Oleh karena itu guna mengembangkan smart kampung agar lebih besar maka masyarakat
desa harus dapat memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan dalam program

https://digital-science.pubmedia.id/index.php/pssh 35



https://digital-science.pubmedia.id/index.php/pssh

Pubmedia : Social Sciences and Humanities Volume 1, Nomor 1, 2023,

Smart Kampung, seperti juga menciptakan dan meningkakan BUMDes yang sesuai
dengan kultur budaya suatu daerah khususnya daerah Banyuwangi.

Simpulan

Pengadaan program Smart city merupakan salah satu inovasi yang kini
dikembangkan oleh pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur. Sistem dari program Smart
Kampung telah diatur secara khusus dalamPerbup No 60/2017 dimana secara hierarki
perundang-undangan peraturan bupati berada dibawah undang-undang cipta kerja.
Program Smart Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017
Banyuwangi linier dengan Pasal yang ada dalam UU Ciptakerja yaitu Pasal 117, dimana
dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas pemerintahan desa adalah
mensejahterakan masyarakat desa sehingga mempermudah dalam penerapan dan
perizinan program Smart Kampung karena dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017
Banyuwangi hanya mengatur sistematika penerapannya saja. Sehingga dengan adanya
UU Cipta Kerja yang merupakan kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Bupati
maka dalam implementasi Perbub tersebut lebih mudah dalam mendapatkan
perizinannya. Dampak dari adanya Smart Kampung ialah banyak sekali masyarakat
Banyuwangi yang mendapatkan pelayanan publik tanpa harus datang ke pusat
kabupaten hal tersebut memudahkan pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam
menjalankan tugasnya.
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